
 

BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 49 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 
Peraturan Daerah   Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu mengatur  Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

   b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan 
Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 
sehingga perlu diganti; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan  Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif 
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4287); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia     Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum; 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4817); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 

 

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan  Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal 
Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, 
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara 
Pembayaran Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak; 



 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
21 Bagi Pejabat Negara , PNS, Anggota TNI, Anggota 
POLRI, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang menjadi 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 
tentang Mekanisme Pengawasan terhadap 
Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran  pajak yang 
dilakukan Bendahara SKPD/Kuasa BUD; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 Nomor 3); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008    
Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008   
Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG  SISTEM   DAN 
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada 
Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Ketentuan Umum 

Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bab IV Azas Umum dan Struktur APBD 

Bab V Penyusunan Rancangan APBD 

Bab VI Penetapan APBD 

Bab VII Pelaksanaan APBD 

Bab VIII Perubahan APBD 

Bab IX Pengelolaan Kas 

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah 



Bab XI Penatausahaan Kas Non Anggaran 

Bab XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bab XIV Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah 

Bab XV Penutup 

 

Pasal 2 

Akuntansi Keuangan Daerah dan Kerugian Daerah diatur tersendiri dalam 
Peraturan Bupati Magelang 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 41 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012  Seri A Nomor 41) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Magelang. 

 

 Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 20 Desember 2014 
 

BUPATI MAGELANG, 

 

 

    ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 20 Desember 2014     

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

ASISTEN EKBANG DAN KESRA 

 

 

AGUNG TRIJAYA 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 SERI A NOMOR 49 


